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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan asas ultimum remedium 
melalui pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencemaran nama 
baik di media sosial. Dalam konteks hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 
mengatur mengenai pencemaran nama baik, namun tidak memberikan pedoman yang 
jelas mengenai penyelesaian alternatif melalui restorative justice. Penelitian ini juga 
mengkaji peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur prosedur mediasi di 
pengadilan, yang meskipun berlaku untuk perkara perdata, belum secara eksplisit 
mengatur penyelesaian perkara pidana, khususnya pencemaran nama baik melalui 
media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif 
yuridis dengan menganalisis regulasi yang ada serta potensi penerapan restorative 
justice dalam konteks perkara pidana, dengan menggunakan studi pustaka untuk 
mengumpulkan data dan mengkaji literatur hukum terkait. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi dalam KUHP, UU ITE, dan Perma mengenai 
penyelesaian melalui restorative justice menyebabkan kebingungan di kalangan aparat 
penegak hukum dalam menentukan jalur penyelesaian yang tepat. Penelitian ini 
menyarankan agar dilakukan pengembangan regulasi yang lebih terperinci dan spesifik 
mengenai penerapan restorative justice dalam perkara pencemaran nama baik di media 
sosial, guna menciptakan penyelesaian yang lebih efisien dan damai. 
 
Kata kunci: asas ultimum remedium, restorative justice, pencemaran nama baik, media 
sosial,  
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A. Pendahuluan 

 
Perkembangan teknologi informasi yang pesat, terutama dalam konteks media sosial, telah 

membawa dampak besar dalam cara individu berkomunikasi dan berinteraksi. Media sosial 
seperti Instagram, Twitter, dan Facebook menjadi platform utama bagi masyarakat Indonesia 
untuk mengekspresikan pendapat dan berbagi informasi (Arsana et al., 2023). Namun, 
kemudahan akses dan kebebasan berekspresi ini sering kali disalahgunakan, yang mengarah 
pada penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan pencemaran nama baik (Mulyawati, 2021). 
Fenomena ujaran kebencian di media sosial, yang mencakup ekspresi yang mempromosikan 
kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu, telah menjadi masalah serius yang 
memicu konflik sosial dan ketidaknyamanan di masyarakat (Fransiska et al., 2022). 

Masalah ini semakin marak dengan meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia, di 
mana ujaran kebencian tidak hanya terjadi di platform tertentu, tetapi juga meluas ke berbagai 
jenis media sosial yang dapat menciptakan lingkungan berbahaya bagi individu dan kelompok 
tertentu (Noviyanti et al., 2022). Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(UU ITE) diterapkan untuk menangani kasus pencemaran nama baik, penegakan hukum masih 
menghadapi berbagai tantangan, termasuk hambatan dalam penyelidikan dan penyidikan oleh 
aparat hukum. Selain itu, dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial, seperti 
cyberbullying, juga sangat mempengaruhi kelompok remaja yang rentan terhadap efek negatif 
tersebut, yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka (Almutasir, 
2022). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, 
terutama remaja, untuk membantu mereka memahami etika komunikasi dan dampak negatif 
dari ujaran kebencian. 

Data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menunjukkan adanya 
peningkatan signifikan dalam jumlah kasus tindak pidana siber, dengan 4.656 kasus yang 
ditangani antara Januari hingga November 2020, di antaranya 1.743 merupakan kasus 
pencemaran nama baik (Tomasoey, 2023). Peningkatan ini menunjukkan kesadaran 
masyarakat yang semakin tinggi terhadap dampak negatif penyebaran informasi yang 
merugikan melalui media sosial, serta pentingnya penegakan hukum untuk menangani kasus 
tersebut. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya regulasi yang jelas dan tegas dalam 
mengatur serta menanggulangi tindakan pencemaran nama baik di dunia maya. 

Pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang 
memberikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran semacam ini (Tomasoey, 2023). 
Namun, penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik sering kali menemui 
berbagai hambatan, baik dalam hal penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum (Sula, 2022). Faktor sosial dan budaya, seperti budaya berbagi informasi 
tanpa verifikasi yang dominan di media sosial, turut memperburuk situasi ini (Zonyfar et al., 
2022). Selain perbaikan dalam penegakan hukum, peningkatan literasi digital di kalangan 

Abstract 
 
This research aims to describe the application of the ultimum remedium principle 
through a restorative justice approach in resolving defamation cases on social media. In 
the context of Indonesian law, the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information 
and Transaction Law (ITE Law) regulate defamation, but do not provide clear guidelines 
regarding alternative resolution through restorative justice. This research also examines 
the Supreme Court regulation (Perma) governing mediation procedures in court, which 
although applicable to civil cases, has not explicitly regulated the settlement of criminal 
cases, especially defamation through social media. The method used in this research is a 
normative juridical approach by analyzing existing regulations and the potential 
application of restorative justice in the context of criminal cases, using literature study 
to collect data and review related legal literature. The results showed that the unclear 
regulations in the Criminal Code, ITE Law, and Perma regarding settlement through 
restorative justice caused confusion among law enforcement officials in determining the 
appropriate settlement path. This study suggests the development of more detailed and 
specific regulations regarding the application of restorative justice in defamation cases 
on social media, in order to create a more efficient and peaceful settlement. 
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masyarakat, terutama remaja, sangat penting untuk mendorong kesadaran tentang etika 
komunikasi yang baik di dunia maya. 

Asas ultimum remedium dalam hukum pidana menegaskan bahwa hukum pidana 
seharusnya digunakan sebagai langkah terakhir setelah segala upaya penyelesaian lain telah 
dilakukan. Penerapan asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang 
berlebihan dan memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih humanis serta berkeadilan 
(Susanto & Najicha, 2024). Asas ini juga mengingatkan bahwa hukum pidana tidak hanya 
berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan 
sosial secara lebih luas. Dalam hal ini, penerapan asas ultimum remedium dapat mengurangi 
dampak negatif dari penegakan hukum yang sering kali merugikan individu dan masyarakat 
secara keseluruhan (Kaban, 2023). 

Pendekatan yang sesuai dengan asas ultimum remedium adalah restorative justice, yang 
bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku melalui dialog dan 
rekonsiliasi. Konsep ini memberikan alternatif penyelesaian perkara yang tidak hanya 
mengarah pada sanksi pidana, tetapi juga berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi (S. N. 
Ramadhanti, 2022). Meskipun restorative justice telah diterapkan dalam berbagai kasus, 
terutama tindak pidana ringan, yang memungkinkan dialog dan kesepakatan antara pihak-pihak 
terkait (Kencana et al., 2023), implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan. 
Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak 
hukum serta masyarakat mengenai prinsip-prinsip restorative justice (Baihaky & Isnawati, 
2024). Penting untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum yang lebih luas, agar asas 
ultimum remedium dan pendekatan restorative justice dapat berjalan secara sinergis dalam 
menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi. 

Implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik di 
media sosial menjadi langkah yang relevan untuk mengurangi dampak negatif dari kriminalisasi 
dan meminimalkan ketergantungan pada hukum pidana sebagai satu-satunya solusi. 
Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk berdialog, 
menyelesaikan permasalahan secara damai, dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan 
kedua belah pihak tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi (Widodo, 
2024). Restorative justice bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang 
terlibat, dengan lebih menekankan pada pemulihan dan rehabilitasi dibandingkan hukuman 
yang bersifat retributif (S. N. Ramadhanti, 2022). 

Pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih manusiawi dalam menangani kasus 
pencemaran nama baik, dengan fokus pada pemulihan hubungan sosial dan emosional antara 
korban dan pelaku (Emaliawati, 2024). Dialog terbuka memungkinkan kedua belah pihak untuk 
saling memahami dampak dari tindakan yang dilakukan, yang dapat mengurangi rasa sakit dan 
kebencian yang mungkin timbul akibat pencemaran nama baik. Meskipun demikian, penerapan 
restorative justice dalam kasus ini membutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum dan 
masyarakat, serta regulasi yang jelas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan 
memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mengedepankan dialog dan 
rekonsiliasi, pendekatan ini dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi 
(Widodo, 2024). 

Namun, implementasi asas ultimum remedium melalui pendekatan restorative justice 
masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan interpretasi hukum, resistensi dari 
pihak yang lebih memilih jalur litigasi, serta keterbatasan regulasi yang mengakomodasi 
penyelesaian non-litigasi secara efektif dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. 
Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas pendekatan ini, faktor 
pendukung, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya di Indonesia. 

 
B. Metodologi 

 
Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yang berfokus pada analisis 

peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum terkait 
implementasi asas ultimum remedium melalui pendekatan restorative justice dalam 
penyelesaian perkara pencemaran nama baik di media sosial. Pendekatan yang digunakan 
meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis regulasi 
seperti KUHP dan UU ITE, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji teori 
hukum terkait restorative justice, serta pendekatan kasus (case approach) guna memahami 
penerapan asas ini dalam putusan pengadilan. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum 
primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum 
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sekunder, seperti literatur hukum dan penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier, seperti 
kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif, dimulai dengan 
menginventarisasi dan mengklasifikasikan regulasi yang relevan, kemudian menganalisis 
keterkaitan antara teori hukum dan praktiknya, serta mengevaluasi efektivitas penerapan 
ultimum remedium dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai kebijakan hukum yang ada 
serta menawarkan rekomendasi perbaikan bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. 

 
C. Hasil dan Pembahasan 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi asas ultimum remedium melalui 

pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik di media 
sosial di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan, baik dari aspek regulasi 
hukum yang berlaku, praktik penerapan hukum di lapangan, maupun penerimaan masyarakat 
terhadap penyelesaian perkara secara non-litigasi. Berdasarkan analisis terhadap peraturan 
perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta studi terhadap putusan 
pengadilan yang terkait, ditemukan bahwa meskipun hukum pidana di Indonesia 
mengedepankan asas ultimum remedium (upaya terakhir) dalam penyelesaian perkara pidana, 
kenyataannya banyak perkara pencemaran nama baik yang langsung dibawa ke ranah pidana 
tanpa mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan efisien, seperti yang 
diusulkan oleh pendekatan restorative justice. 
1. Analisis Regulasi dan Kebijakan yang Berlaku 

Berdasarkan temuan dari kajian terhadap berbagai regulasi yang ada, penelitian ini 
menemukan bahwa meskipun terdapat beberapa dasar hukum yang memungkinkan penerapan 
asas ultimum remedium, yaitu dengan memberikan ruang untuk penyelesaian perkara melalui 
jalur mediasi atau pendekatan restorative justice, pelaksanaannya masih terbatas. Hal ini 
disebabkan oleh ketidakjelasan dalam pengaturan regulasi yang ada. Beberapa temuan terkait 
regulasi yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain: 

Dalam konteks penyelesaian perkara pencemaran nama baik di media sosial, baik Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE) tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai penerapan restorative 
justice. KUHP mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan 311, 
namun tidak mencantumkan mekanisme penyelesaian melalui pendekatan restorative justice, 
yang seharusnya melibatkan dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat (Hariati & 
Kholiq, 2024). Begitu juga, UU ITE lebih menekankan pada sanksi pidana terkait pencemaran 
nama baik melalui media elektronik, tanpa memberikan ruang untuk penyelesaian non-litigasi 
atau mediasi. Hal ini menciptakan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum mengenai 
apakah suatu perkara dapat diselesaikan dengan mediasi atau harus melalui proses peradilan 
pidana (Lingga et al., 2022). Padahal, pendekatan restorative justice bisa menjadi alternatif yang 
lebih manusiawi dan efektif dengan memfokuskan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan 
korban, serta mengurangi stigma yang timbul akibat tindakan pencemaran nama baik (Widodo, 
2024). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pedoman yang jelas mengenai 
penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik di Indonesia, 
agar keadilan yang lebih komprehensif dan inklusif dapat tercapai (Niken et al., 2024). 

Dalam konteks penyelesaian perkara pencemaran nama baik, Peraturan Mahkamah Agung 
(Perma) yang mengatur tentang penyelesaian perkara melalui restorative justice belum 
memberikan ketegasan mengenai penerapannya, khususnya dalam kasus yang terjadi di media 
sosial. Meskipun Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan 
dasar hukum bagi mediasi, hal ini lebih difokuskan pada perkara perdata dan tidak secara 
eksplisit mengatur perkara pidana, termasuk pencemaran nama baik (Maskanah, 2023). 
Ketidakjelasan ini menyebabkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum, terutama di 
tingkat kepolisian dan kejaksaan, yang sering kali lebih memilih melanjutkan perkara ke ranah 
pidana karena tidak adanya pedoman yang jelas mengenai kapan mediasi dapat dilakukan 
(Lingga et al., 2022). Selain itu, kurangnya pedoman ini juga menciptakan ketidakpastian hukum 
bagi korban dan pelaku yang mungkin lebih menginginkan penyelesaian yang lebih cepat dan 
damai tanpa proses hukum yang panjang dan berbelit (Darmawan et al., 2024). Oleh karena itu, 
penting untuk mengembangkan pedoman yang jelas mengenai penerapan restorative justice 
dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik, agar pendekatan ini, yang berfokus pada 
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pemulihan hubungan dan tanggung jawab pelaku, dapat memberikan keadilan yang lebih 
komprehensif dan inklusif. 
2. Penerapan Pendekatan Restorative justice dalam Praktik Peradilan 

Penelitian ini juga menganalisis penerapan pendekatan restorative justice dalam perkara 
pencemaran nama baik di media sosial melalui studi kasus dan wawancara dengan aparat 
penegak hukum. Beberapa temuan yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

Dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik, pendekatan restorative justice telah 
menunjukkan hasil positif dalam beberapa kasus, khususnya ketika pelaku bersedia untuk 
meminta maaf dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Proses ini melibatkan korban, pelaku, 
dan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator, seperti tokoh masyarakat atau lembaga 
bantuan hukum, yang membantu merumuskan kesepakatan damai (Sinaga, 2021). Penelitian 
menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian kasus dengan pendekatan ini sangat 
bergantung pada kesiapan pelaku untuk berpartisipasi aktif dan keinginan korban untuk 
menerima permohonan maaf serta mencapai rekonsiliasi (Wahid, 2022). 

Berdasarkan kajian terhadap beberapa putusan pengadilan, pendekatan restorative justice 
lebih sering diterapkan pada kasus yang tidak melibatkan elemen publik besar, dengan dampak 
yang lebih terbatas pada masyarakat. Pada kasus yang lebih besar atau viral di media sosial, 
korban dan masyarakat umumnya lebih memilih proses hukum yang formal, yang bisa 
mengarah pada jalur pidana (Franata & Santiago, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi 
masyarakat dan media sangat memengaruhi keputusan penggunaan restorative justice, 
terutama dalam kasus yang memiliki dampak luas. 

Penerimaan terhadap restorative justice di kalangan aparat penegak hukum cenderung 
bervariasi. Beberapa aparat, terutama di tingkat kepolisian, melihat pendekatan ini sebagai 
langkah yang lebih efisien dan dapat meredakan ketegangan, sementara yang lain lebih memilih 
melanjutkan perkara ke proses peradilan karena alasan ketidakpastian hukum atau kurangnya 
pemahaman mengenai manfaat pendekatan ini (Safitri, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa 
meskipun restorative justice dapat mengurangi beban pengadilan dan mempercepat 
penyelesaian kasus, masih terdapat tantangan dalam penerapannya yang perlu diatasi (Hudaya 
et al., 2024). 

Peran mediator sangat penting dalam proses mediasi untuk memastikan penyelesaian 
perkara yang adil tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Namun, keberadaan mediator 
profesional masih terbatas, sehingga tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui mediasi 
dengan pendekatan restorative justice (Hawalia, 2022). Oleh karena itu, sangat penting untuk 
meningkatkan pelatihan dan jumlah mediator yang terlatih dalam restorative justice agar lebih 
banyak kasus yang dapat diselesaikan secara damai dan efektif. 
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Restorative justice 

Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mendukung dan 
menghambat penerapan restorative justice dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial: 
Faktor Pendukung: 

a. Kesediaan korban untuk memaafkan dan berdamai: Salah satu faktor yang sangat 
menentukan keberhasilan penyelesaian melalui pendekatan restorative justice adalah 
kesediaan korban untuk memaafkan pelaku dan menerima permohonan maaf dengan 
hati terbuka. Penelitian menunjukkan bahwa ketika korban memiliki niat untuk 
memaafkan, proses mediasi dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan kesepakatan 
damai yang memuaskan kedua belah pihak (Taqiuddin & Risdiana, 2022). Dalam hal ini, 
motivasi untuk berdamai dapat mengurangi ketegangan dan mencegah eskalasi kasus 
ke jalur pidana. 

b. Dukungan dari aparat penegak hukum: Beberapa aparat penegak hukum menunjukkan 
kesiapan mereka untuk memfasilitasi mediasi dan menerapkan penyelesaian alternatif, 
dengan kesadaran bahwa proses peradilan formal dapat menambah beban sistem 
peradilan dan memperburuk hubungan sosial antar pihak yang terlibat (Taqiuddin & 
Risdiana, 2022). Dukungan ini sangat krusial, terutama dalam kasus-kasus yang 
melibatkan hubungan interpersonal yang rumit, di mana penyelesaian secara restoratif 
lebih menguntungkan dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang dan 
melelahkan (Suartini & Hidayati, 2023). 

c. Efisiensi waktu dan biaya: Proses penyelesaian dengan pendekatan restorative justice 
lebih efisien dalam hal waktu dan biaya jika dibandingkan dengan proses peradilan yang 
memakan waktu lama dan memerlukan biaya tinggi (Murdiyambroto, 2023). Dengan 
menggunakan pendekatan ini, pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan 
lebih cepat, mengurangi biaya hukum, dan menghindari proses peradilan yang berlarut-
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larut (Baihaky & Isnawati, 2024). Hal ini menjadikan restorative justice sebagai 
alternatif yang menarik bagi banyak pihak yang ingin menyelesaikan konflik dengan 
cara yang lebih damai dan efisien. 

Faktor Penghambat: 
a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang restorative justice: Sebagian besar 

masyarakat, khususnya korban pencemaran nama baik, masih memandang bahwa satu-
satunya cara untuk memperoleh keadilan adalah melalui jalur hukum pidana. 
Pandangan ini menyebabkan mereka cenderung menuntut pelaku secara hukum tanpa 
mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang lebih damai melalui pendekatan 
restorative justice (Wahid, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya 
pemahaman mengenai konsep restorative justice dapat menghambat penerapannya, 
karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa keadilan hanya dapat tercapai 
melalui hukuman (Wahid, 2022). 

b. Tekanan publik: Dalam kasus-kasus yang mendapat perhatian publik, sering kali 
terdapat tekanan dari masyarakat atau media sosial yang mendorong agar kasus 
tersebut diselesaikan melalui jalur pidana, meskipun mediasi alternatif lebih 
memungkinkan. Tekanan ini dapat menciptakan stigma negatif terhadap pelaku dan 
mengurangi peluang untuk penyelesaian secara damai (Sahputra, 2022). Situasi ini 
sering memperburuk hubungan sosial antara pihak yang terlibat dan menghambat 
proses rekonsiliasi yang diharapkan dalam pendekatan restorative justice. 

c. Kurangnya regulasi yang jelas: Ketidakjelasan regulasi mengenai penerapan restorative 
justice dalam kasus pencemaran nama baik menghambat aparat penegak hukum dalam 
membuat keputusan yang tepat. Tanpa pedoman yang jelas, aparat penegak hukum 
sering merasa bingung mengenai kapan suatu perkara dapat diselesaikan secara damai 
dan kapan harus dilanjutkan ke jalur hukum (Wijaya, 2022). Hal ini menciptakan 
ketidakpastian hukum yang dapat menghalangi implementasi restorative justice secara 
efektif. 

d. Kurangnya regulasi yang jelas: Ketidakjelasan regulasi mengenai penerapan restorative 
justice dalam kasus pencemaran nama baik menghambat aparat penegak hukum dalam 
membuat keputusan yang tepat. Tanpa pedoman yang jelas, aparat penegak hukum 
sering merasa bingung mengenai kapan suatu perkara dapat diselesaikan secara damai 
dan kapan harus dilanjutkan ke jalur hukum (Wijaya, 2022). Hal ini menciptakan 
ketidakpastian hukum yang dapat menghalangi implementasi restorative justice secara 
efektif. 

4. Implikasi Hukum dan Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk 

meningkatkan implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara pencemaran nama 
baik di media sosial adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan regulasi yang lebih rinci dan tegas: Pemerintah perlu mengeluarkan 
pedoman atau regulasi yang lebih jelas mengenai penerapan restorative justice dalam 
penyelesaian kasus pencemaran nama baik untuk menciptakan kepastian hukum. 
Regulasi ini juga harus mencakup pedoman operasional bagi aparat penegak hukum 
dalam menerapkan penyelesaian alternatif ini (Jaladriyanta et al., 2024). Dengan adanya 
regulasi yang jelas, aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, 
serta memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang proses penyelesaian yang 
dapat dilakukan. 

b. Sosialisasi yang lebih luas tentang restorative justice: Untuk meningkatkan pemahaman 
masyarakat mengenai manfaat dan penerapan restorative justice, kampanye pendidikan 
dapat dilakukan melalui media massa, seminar, dan pelatihan bagi masyarakat serta 
aparat penegak hukum (Johnstone, 2022). Dengan memperluas pemahaman 
masyarakat, diharapkan dukungan terhadap penerapan pendekatan ini akan meningkat, 
sekaligus mengurangi stigma negatif terhadap pelaku. 

c. Pelatihan bagi aparat penegak hukum: Aparat kepolisian, jaksa, dan hakim perlu 
diberikan pelatihan terkait penerapan restorative justice, serta pentingnya penyelesaian 
perkara dengan pendekatan yang lebih humanis dan efisien, bukan hanya melalui jalur 
hukum formal (Hadi et al., 2023). Pelatihan ini akan membantu mereka memahami 
manfaat dari pendekatan restorative justice dan bagaimana menerapkannya dalam 
praktik sehari-hari. 

d. Peningkatan kapasitas lembaga mediasi: Lembaga mediasi, seperti Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga bantuan hukum, perlu didorong untuk 
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memperluas jangkauan dan kapasitas mereka dalam menangani kasus pencemaran 
nama baik di media sosial dengan pendekatan restorative justice. Peningkatan kapasitas 
ini akan memungkinkan lembaga-lembaga tersebut untuk menangani lebih banyak 
kasus dan memberikan solusi yang lebih efektif bagi pihak-pihak yang terlibat. 

e. Penerapan mekanisme evaluasi dan monitoring: Pemerintah dan lembaga terkait perlu 
mengembangkan sistem evaluasi yang efektif untuk memantau penerapan restorative 
justice dalam kasus pencemaran nama baik, agar penerapan prinsip ini dapat dilakukan 
secara konsisten dan transparan (Marder, 2022). Dengan adanya mekanisme evaluasi, 
tantangan yang dihadapi dalam penerapan restorative justice dapat diidentifikasi lebih 
mudah, dan perbaikan yang diperlukan dapat dilakukan secara lebih efektif. 

Penerapan asas ultimum remedium melalui pendekatan restorative justice dalam 
penyelesaian perkara pencemaran nama baik di media sosial menghadapi berbagai tantangan 
yang signifikan, salah satunya adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur penggunaan 
mediasi sebagai alternatif penyelesaian hukum. Meskipun beberapa peraturan perundang-
undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memberikan ruang untuk penerapan restorative justice, 
namun belum ada pedoman yang secara eksplisit mengatur penerapannya pada kasus 
pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial (Pranata & Robekha, 2022). Hal ini 
menyebabkan ketidakpastian bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu 
perkara dapat diselesaikan melalui mediasi atau harus diteruskan ke proses peradilan pidana. 
Ketidakjelasan regulasi ini menghambat pengembangan penyelesaian perkara secara non-
litigasi yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. 

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat 
mengenai restorative justice, di mana banyak yang masih beranggapan bahwa keadilan hanya 
dapat dicapai melalui jalur hukum formal, seperti proses pidana (Pranata & Robekha, 2022). 
Tekanan publik yang kerap mendorong penyelesaian melalui jalur pidana juga menjadi faktor 
yang mempengaruhi keputusan dalam kasus-kasus yang menjadi perhatian luas, meskipun 
mediasi atau restorative justice mungkin lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dengan cara 
yang lebih damai dan konstruktif. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya penyusunan 
regulasi yang lebih rinci, sosialisasi yang lebih luas tentang pendekatan restorative justice, serta 
pelatihan untuk aparat penegak hukum dan peningkatan kapasitas lembaga mediasi, agar 
penerapan asas ultimum remedium dapat lebih efektif dalam menyelesaikan perkara 
pencemaran nama baik di media sosial. 

Penerapan restorative justice dalam praktik peradilan Indonesia, khususnya dalam 
penyelesaian perkara pencemaran nama baik di media sosial, masih menghadapi sejumlah 
tantangan signifikan. Meskipun beberapa kasus telah berhasil diselesaikan melalui mediasi, 
jalur hukum pidana seringkali lebih dipilih, terutama pada kasus-kasus yang mendapatkan 
perhatian publik yang besar. Penyelesaian melalui jalur hukum dianggap memberikan kepastian 
dan efek jera, sementara pendekatan restorative justice sering dianggap kurang tegas dan tidak 
cukup memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku (Widodo, 2024). Selain itu, 
ketidakjelasan regulasi yang mengatur penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian 
masalah hukum menjadi salah satu hambatan utama. Meskipun beberapa peraturan perundang-
undangan, seperti KUHP dan UU ITE, memberikan ruang untuk restorative justice, belum ada 
pedoman yang secara spesifik mengatur penerapannya pada kasus pencemaran nama baik yang 
terjadi di media sosial (Situmeang & Pudjiastuti, 2022). Hal ini menyebabkan ketidakpastian 
bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah perkara tersebut dapat diselesaikan 
melalui mediasi atau harus diteruskan ke jalur pidana. 

Kurangnya mediator yang kompeten juga menjadi masalah besar dalam penerapan 
restorative justice. Banyak kasus pencemaran nama baik yang melibatkan media sosial tidak 
dapat diselesaikan secara efektif karena tidak adanya mediator yang terlatih dan 
berpengalaman dalam menangani konflik semacam itu (Priyana et al., 2023). Padahal, mediasi 
dapat memberikan solusi yang lebih cepat, damai, dan menyeluruh dalam menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi oleh korban dan pelaku. Dalam konteks ini, penting untuk 
meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai manfaat 
restorative justice, serta memperkuat regulasi yang mendukung penerapannya. Dengan 
langkah-langkah tersebut, diharapkan restorative justice dapat menjadi alternatif yang lebih 
diterima dan efektif dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik di media sosial di 
Indonesia (Rahmat & Umar, 2024). 

Penerimaan dari masyarakat dan aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam 
penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik, terutama 
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yang terjadi di media sosial. Banyak masyarakat yang lebih memilih jalur pidana karena mereka 
merasa bahwa hanya dengan hukuman yang tegas dapat memberikan keadilan bagi korban. Hal 
ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang keadilan masih terfokus pada aspek 
retributif, di mana hukuman dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mencapai keadilan 
(Kamaru et al., 2023). Di sisi lain, aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki pemahaman 
yang cukup tentang manfaat pendekatan ini, sehingga mereka lebih cenderung memilih jalur 
formal. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pelatihan mengenai 
restorative justice di kalangan aparat penegak hukum dapat menghambat penerapan 
pendekatan ini (Sunggara & Marbun, 2022). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan 
kapasitas mediator, menyusun pedoman yang jelas mengenai penerapan restorative justice, 
serta melaksanakan sosialisasi yang lebih luas mengenai alternatif penyelesaian ini kepada 
masyarakat dan aparat penegak hukum. 

Sosialisasi yang lebih luas dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan yang menjelaskan 
manfaat restorative justice dan bagaimana pendekatan ini dapat memberikan solusi yang lebih 
cepat, damai, dan menyeluruh dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh korban 
dan pelaku (Ramadhanti et al., 2023). Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum juga 
sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang restorative justice, sehingga 
mereka dapat lebih terbuka terhadap penggunaan pendekatan ini dalam praktik (Wahid, 2022). 
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan restorative justice dapat diterima dan diterapkan 
secara lebih efektif dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik di media sosial, sehingga 
dapat menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

 
D. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas ultimum remedium 

melalui pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik di 
media sosial masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Pertama, baik KUHP maupun UU 
ITE tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian perkara 
pencemaran nama baik melalui mediasi atau jalur non-litigasi. Hal ini menciptakan 
ketidakpastian bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perkara dapat 
diselesaikan melalui mediasi atau harus dilanjutkan ke proses peradilan pidana. Kedua, 
Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai penyelesaian perkara melalui restorative 
justice belum memberikan pedoman yang eksplisit mengenai penerapannya pada perkara 
pidana, khususnya pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial. Ketidakjelasan ini 
mempersulit penerapan alternatif penyelesaian ini secara efektif dalam konteks perkara yang 
melibatkan teknologi informasi. Dengan demikian, perlu adanya pengembangan regulasi yang 
lebih spesifik mengenai penerapan restorative justice dalam kasus pencemaran nama baik di 
media sosial. Hal ini dapat mencakup pedoman yang lebih jelas tentang kapan dan bagaimana 
mediasi dapat dilakukan dalam perkara pidana tersebut, serta bagaimana memastikan 
keterlibatan semua pihak dengan cara yang adil dan mengedepankan pemulihan hubungan. 
Selain itu, sosialisasi kepada aparat penegak hukum mengenai pentingnya alternatif 
penyelesaian ini juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik dalam 
menghadapi kasus-kasus yang serupa di masa depan. Dengan upaya tersebut, diharapkan 
restorative justice dapat diterima dan diterapkan lebih luas, memberikan solusi yang lebih 
damai dan efisien dalam menyelesaikan perkara pencemaran nama baik di media sosial. 
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